BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWES] SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2024

Menimbang

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJALI,

bahwa dalam rangka konsistensi antara perencanaan
dan penganggaran serta menjadi landasan penyusunan
rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2025,
perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2025;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan
perubahan  apabila  berdasarkan hasil  evaluasi
pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan
adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;

bahwa perkembangan kerangka ekonomi daerah tidak
sesuai lagi dengan kondisi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2025
dan untuk memberikan kepastian hukum dan arah
pengaturan mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
maka Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2025;
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
dan/atau dalam Rangka Mengahdapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
antara Pemerintah Pusat dan Perintahanan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 128 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 314,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7065);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum
Koordinasi Pimpinan Di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105) Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-
2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan
Gender Di Daerah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 543);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3
Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041
(Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 322);
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Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun
2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 23 );

Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);

Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2025-2045 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor
3):

Peraturan Bupati Sinjai Nomor 8 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2025.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2025 (Berita
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024 Nomor 8 ) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
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Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Sinjai.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang
berkedudukan sebagai unsr penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Selanjutnya
disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Sinjai.

Rencana PembaNgunan Daerah adalah tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan,dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang
dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai
visi dan misi dan tujuan meliputi rencana pembangunan
Jangka panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah,
Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat
Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
Selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai yang memuat visi,
misi dan arah pembanguan untuk jangka waktu 20 (dua
puluh) tahun, terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan
tahun 2045.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai yang Membuat
Penjabaran dari Visi,Misi dan program Kepala Daerah untuk
Jangka waktu 5 (lima) tahun dengan pedomam pada RPJPD
serta memperhatikan RPJP Nasional dan RPJM Nasional.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai yang
selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang
selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen
perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu)
Tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

strategi adalah langkah yang berisikan program indikatif
untuk mewujudkan visi.

kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh
Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
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19. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah
untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh
alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang
dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Di antara BAB Ill dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IlIA
sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA
PERUBAHAN RKPD

3. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4A,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

(1) Perubahan RKPD menjadi landasan penyusunan Perubahan
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk menyusun
Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2025.

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menguraikan perubahan program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan pada Tahun 2025.

4. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5A,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

(1) Perangkat Daerah wajib melaksanakan Perubahan RKPD
dengan melakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat
Daerah.

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A
memuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD triwulan ke I (satu)
sampai dengan triwulan Il (dua) tahun berjalan, perubahan
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun
2025.

(3) Substansi yang tidak mengalami perubahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan
tentang RKPD Tahun 2025.
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Ketentuan BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
BAB IV SISTEMATIKA PERUBAHAN RKPD
5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Perubahan Perubahan RKPD disusun dengan sistematika
sebagai berikut:

. BABI1 : Pendahuluan;

BAB Il : Evaluasi Hasil RKPD sampai Triwulan [;

BAB IIl : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;

BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah:;:
BABV : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan

BAB VI : Penutup
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6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 7
Dokumen sistematika Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

ditetapkan di Sinjai
PARAF KOORDINASI pada tanggal 28 Mgt 2p2¢
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Diundangkan di Sinjai PARAF HIERARKHIS

pada tanggal 28 Mel 2021 PEJABAT PARAF/TgI.
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